Menimbang

SALIMAN

BUPATI  KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 515  Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintshan Dacral
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Dacrah wajil
mengajukan Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBED) disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditcntukzn
oleh ketentuan  peraturan  perundang-undangzn antuk
memperoleh persetujuan bersama,;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan darn
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan schagaimanz dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencanz Kerja
Pemerintah Daerah Tanun 2019 yang dijabarkan kedzlzam
kebijakan umum APBD bersama antara Pemerintzah Dzerah
dengan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanz dimaksud dzlam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerzh tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri

Tahun Anggaran 2019;



Mengingat

2
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor

2043);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 47595);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43553);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



-
b ]

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

14.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256);

15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undanrg-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):



19,

20,

21.

22,

23.

24.

25,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah  diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);



26.
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5740);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);
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Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Reputblik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana  telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2018,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka

Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada



43.

44.

45.

46.

47.

48,

49,

50.

Pemerintah Pusat Secara Non Kas;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor
86) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten
Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 95);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 96) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 165);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerali (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 150);
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51.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2015 (Lembaran daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 142);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 99);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 100);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 101);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 102);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 103) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 135);

57.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 104);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 105) sebagaimana telah diubah



59.

60.
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62.

63.
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65.

Y

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 136);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 108);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 109);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 148);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kedirl
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 146);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 139 ),
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66. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 7018 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 166);

67. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor

168);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 2.943.211.401.204,70
2. Belanja Daerah Rp. 3.220.459.355.307,70
(Defisit) Rp. (277.247.954.103,00)
3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp. 297.473.454.103,00
b. Pengeluaran Rp. 20.225.500.000,00
Pembiayaan Neto Rp. 277.247.954.103,00
Sisa Lebih Pembiayaan tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 390.995.860.728,70
b. Dana Perimbangan Rp. 1.886.554.251.000,00
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 665.661.289.476,00



(2) Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dan
jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 175.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 30.836.150.100,00
c. Hasil Pengelolaan Kckayaan Dacrah yang Dipisahkan sejumlah Rp.
8.615.814.511,40
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 176.543.896.117,30
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 152.375.090.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.275.628.643.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 458.550.518.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah Rp. 128.694.925.000,00
b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
Rp. 166.586.688.476,00
d. Dana Penvesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 370.319.676.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp. 0,00
{. Pendapatan Lainnya jumlah Rp. 60.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.834.757.848.852,70
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.385.701.506.455,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.212.450.095.322,70

Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00

Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00

Belanja Hibah sejumlah Rp. 58.768.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 49.032.114.596,00

Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 24.287.890.934,00

Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 482.174.468.000,00

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 8.045.280.0000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja :

m =0 a0 ow

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 79.517.999.186,00



b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 633.889.075.534,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 672.294.430.735,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari
a. Penerimaan sejumlah Rp. 297.473.454.103,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 20.225.500.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya  (SiLPA)
sejumlah Rp. 297.373.454.103,00
Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
Penerimaan Piutang Dacrah sejumlah Rp. 100.000.000,00
g. Penerimaan Piutang Belanja Tidak Langsung Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

- 0o o 0 O

pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 20.000.000.000,00

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 225.500.000,00
Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00

Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

© a0 o

Pengembalian Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:
1. Lampiran I . Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019;

2. Lampiran 1l : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran
2019;

3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019;
4., Lampiran IV  : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019,
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Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran Xl

Lampiran XlI
Lampiran XIil

I3
Rekapitulasi  Belanja  Daerah untuk Keselarasan  dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungs: dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019,
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun
Anggaran 2019;
Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2019;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran
2019;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah Tahun Anggaran 2019;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2019,
Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2019; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran
2019,

Pasal 6

(1) Untuk mangantsipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah

Propinsi Jawa Timur akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Buoau

dapat menangani permasalahan/melaksanakan kegiatan tersebut, Pemerintah

Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam kategori keadaan

darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD.
(2) Kriteria sebagaima dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daecrah dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat,

e. program dan kegiatan pelayanan dasar mesyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

{. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :

a. yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada
Perubahan APBD;
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b. vang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampai<an

pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kedin
Pada tanggal 28 - 12 - 2018
BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di  Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

DEDE SUJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR:448-11/201!

Disalin sesuai aslinya
a.n BUPATI KEDIRI
SEKREJARIS DAERAH

Pembina Tk, I
NIP, 19740525 199311 1 001



